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Dugaan kasus pelecehan seksual
yang melibatkan 16 mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(FH UI) menjadi sorotan publik.
Muncul desakan agar Pemerintah
menetapkan status darurat kekerasan
seksual.

Kasus ini mencuat pertama kali
melalui akun X @sampahfhui yang
mengunggah tangkapan layar
percakapan grup yang diduga berisi
pelecehan verbal dan objektifikasi
terhadap perempuan. Percakapan
para terduga pelaku pun tersebar luas
di media sosial.

Dalam percakapan tersebut,

Heboh Dugaan Pelecehan Seksual

Muncul Desakan Penetapan
Status Darurat Kekerasan

seperti “diam berarti dikabulkan” dan
“diam berarti consent” yang memicu
reaksi keras dari warganet.

Pihak Universitas Indonesia (U1)
menyatakan kasus tersebut kini
tengah ditangani oleh Satuan
Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Rektor U, Heri

diberikan dapat berupa sanksi
akademik hingga pemberhentian,

pendidikan telah menjadi pola

sistemik, bukan lagi kasus individual.

serta
dengan aparat penegak hukum, jika
ditemukan unsur pidana.

Kasus ini juga mendapat perhatian
serius dari Jaringan Pemantau
Pendidikan Indonesia OPPI)

menegaskan komitmen kampus untuk
menindak tegas pelaku jika terbukti
bersalah. "Kita lawan kekerasan
seksual. Proses penanganan

akan berjalan sesuai prosedur

yang berlaku,” ujar Heri dalam
keterangannya Senin (13/04).

terdapat perny:

UBAID MATRAII,

sanksi yang

Koordinator Nasional JPPI

Segera Keluarkan
Status Darurat
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Pendidikan tidak bolen
menjadi ruang yang
menakutkan. la harus
kembali menjadi tempat
paling aman untuk tumbuh,
lbelajar, dan bermartabat.

Nasional JPPI, Ubaid
Matrajl. menyebut kejadian ini
sebagai alarm keras bagi dunia
pendidikan.

“Ini bukan sekadar ironi, tetapi

kasus serupa di berbagai jenjang
idi ji bahwa

sebelum diambil oleh Pemerintah.
“Harus dipikirkan dan dikaji secara
matang,” ujarnya.

Kasus ini kembali memunculkan

institusi pendidikan belum mampu
menjadi ruang aman bagi peserta
didik. la pun mendesak agar
Pemerintah menetapkan status
darurat kekerasan seksual di
Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua

Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani,

i wacana

serius dalam
budaya akademik yang aman dan
berintegritas,” kata Ub:

1a menilai kekerasan di lingkungan

LALU HADRIAN IRFANI,

status darurat kekerasan seksual
dengan hati-ha

la menilai langkah
tersebut perlu dikaji secara mendalam

publik i urgensi
penanganan kekerasan seksual secara
lebih serius, termasuk kemungkinan
penetapan status darurat nasional
guna mempercepat reformasi
kebijakan dan perlindungan korban di
lingkungan pendidikan.

Apakah memang perlu adanya
status darurat kekerasan seksual atau
tidak? Untuk mengulas isu tersebut,
berikut wawancara dengan Lalu
Hadrian Irfani dan Ubaid Matraji di
bawah ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR

Fokus Utama Lindungi
Korban & Tindak Tegas

ek

inklusif, dan

Lingkungan pendidikan
seharusnya menjad|
ruang yang aman,

bermartabat bagi
peserta didik.

oy

Bagaimana pandangan dan pen-
dapatAndaterkait tingeinyaangka ke-
il fisik maupun kekerasan
ekl i sckolah atau Kampus,tcrma
suk kasus terbai akultas Hukum
Universitas Indone: '
-rasan di dunia pl‘ndldlkdn bu-
sudah
h bor
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Kan lagi kasus per
menjadi pulu yan; mik.
Doya Lo, welosatnys justee beiw
berasal dari dalam lembiga pe

Apakah Pemerintah perlu me-
cluarkan status darurat kekeras-

an dilemba pendidikan?
Karmi mendesals Permeriniah, dalam
dik-

hal ini K
tisaintek, dan Kemenag, unluk gera

di dunia an

Apa masukan dan saran Anda?
budaya aman dan

nya pricritas nasional.

Apa tujuanny:

inklusif di seluruh lembaga pendi
dikan. bukan sekadar formalitas ke-
bijakan atau peraturan di atas kertas
hanya membuat

itu sendiri. T bahwa
sekolah dan kampus telah gagal men-
jadi ruang aman. Kasus di FH UL scrta
di sckolah, pesantren, dan madrasah,
adalah tamparan keras. Jika di ruang,
pendidikan soja kekerasan bisa tegads.
lalu ke mana lagi mahs dan pe-
lajar harus merasa aman, Kita sedang;
menghadapi situasi darurat.

P
gahan dan penanganan keke
termasuk implementasi kebijakan
yang tcgas dan berpihak pada kor-
ban. Menindak tegas pelaku tanpa

L dari
tenaga pendidik dan kependidikan
sesama pelajar, maupun pihak di
luar sckolah

o
wran, lalu diam. Tanpa langkah
istemik, kekerasan akan
terus berulang dar ssalk masa depan
generasi muda. Pendidikan tidak bolch
menjadi ruang yang menakutkan. Ta
harus kembali menjadi (empat pa-
ling aman unuik tumbuh, belajar, dan
bermartabal. m REN

Kekerasan fisik maupun seksual di
lembaga pendidikan semakin maral
Apa respons Anda atas k«mdian
tersebut?

Kami memandang berbagai kasus
kekerasan seksual di kolah dan
Kampus, termasuk yang terbaru di ling-
Kkungan Fakultas Hukum Universitas

(FH UI), scbagai p

pendidikan

Anda menyayangkan adanya ka-
sus keke seksual di kampus UI?

Lingkungan pendidikan scharusnya
menfadi ruang yang aman, inklusif, dan
bermartabat bagi peserta didik. Karena
itu, sctiap dugaan kasus harus ditangani
secara cepat, abjelif, dan berpibak pada

Apakah sistem pendidikan ada

vang salal

Terkait sistemn pendidikan, yang

perlu dipastikan bukan semata-mata
m

kekerasan seksual. Apakah Anda
\eiuiu dengan usulan tersebut?

n-
perkual implementasi kebijakan yang
sudah ada, khususnya Permendik-
l»udmuk Nomor i-’. Tuhun 2024
tenta

ting e EhamaRl, 0 p
aliron berjalan cf kil dam mmmsorikan

Kel kLm\dn di Liugkungdn Pergunan
Tinggi serta regulasi di

pakinya bisa mempercepat Neondinasi

idikan.

Hal ini mencakup penguatan satuan
tugas, mekanisme pelaporan yang
aman, cdukasi pencegahan, serta
pengawasan yang konsisten agar aturan
tidak hanya berhenti di atas kertas.

satuan

Ada juga desakan agar Peme-
rintah status darurat

korban,

prioritas
Narnun, hal ini juga harus
an sistern agar tidak ber-
i pada langkah simbolis semata.

Saatini.apa fokus vang harus diprio-
ritaskan aleh DPR dan Pemerintah?

Fokus utama tetap pada perlin-
dungan korban dan penindakan tegas
terhadap pelaku. m REN
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